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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani,
tempat kediaman di KABUPATEN PESAWARAN, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani,
tempat kediaman di KABUPATEN PESAWARAN, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05
Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Gdt,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya
dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2012 di rumah Tergugat dengan wali
nikah ayah kandung, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,-
(Seratur Ribu Rupiah) dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Cermin Kab/Kota Pesawaran
Propinsi Lampung Sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta
Nikah Nomor 772/346/VIII/2012 Tertanggal 04 Agustus 2012 Yang dikeluarkan

oleh KUA Kecamatan Way Ratai Kab/Kota Pesawaran.
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2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama
suka, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka
Dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

3. Bahwa penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya sumai
isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 1 (Satu) Orang Anak :

- ANAK Lahir Tanggal 24 Januari 2015

Anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat.

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah
orang tua Penggugat selama lebih kurang 6 tahun

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
damai, nhamun sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah
tangga sehari-hari, sehingga penggugat harus berkerja untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga penggugat dan tergugat, hal
inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran.

- Tergugat suka minum-minum keras yang memabukan, bahkan Tergugat
pernah pulang ke rumah dalam keadaan mabuk.

- Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama WANITA LAIN
dan mereka mempunyai hubungan khusus.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada 07 Juli 2020 yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah
tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah Penggugat sebagaimana alamat
Penggugat tersebut diatas karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat
sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat. Sebagaimana alamat
Tergugat tersebut diatas dan selama itu pula Tergugat tidak Memberikan
Nafkah Lahir Dan Batin.

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga
penggugat dan tergugat agar dapat merukunkan penggugat dan tergugat, akan
tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, penggugat tidak sanggup lagi
bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin
lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan tergugat dan lebih baik

Bercerai;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menyatakan Perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) Dan Tergugat
(TERGUGAT) Putus Karena Perceraian;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat
telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan. Selanjutnya Majelis
Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk
rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk tercapai perdamaian antara para pihak tersebut, telah ditunjuk
dan ditetapkan Nusra Dwi Purnama, S.H.l., M.H.l, sebagai Mediator dalam
mediasi antara kedua belah pihak tersebut supaya dapat rukun dan tetap
mempertahankan rumah tangga dan hasil laporan Mediator tersebut tertanggal 20
Januari 2021 pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan dilaporkan berhasil
sebagian. Meskipun para pihak tidak dapat dirukunkan lagi sebagai suami isteri,
namun demikian sepanjang berkenaan dengan akibat perceraian, Penggugat dan
Tergugat melakukan suatu kesepakatan;

Bahwa isi kesepakatan sebagian tersebut pada pokoknya Anak Penggugat
dan Tergugat atas nama ANAK dalam pengasuhan Tergugat dan mohon kepada
Majelis Hakim agar kesepakatan tersebut dikukuhkan dalam dictum putusan
perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil
gugatan Penggugat dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa karena Tergugat telah membenarkan dan tidak keberatan terhadap
dalil-dalil gugatan Penggugat, maka jawab-jinawab dianggap cukup dan
persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor
1809054812920007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Pesawaran tanggal 27/06/2018 Bukti surat tersebut telah dinazegelen
dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Padang Cermin Kabupaten Propinsi Lampung, Nomor 772/346/VI111/2012
Tanggal 04 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan
meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Murdani Nomor 1809110312150009
yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten pesawaran, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan
meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI-1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PESAWARAN, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
kakak sepupu Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orangtua Penggugat sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang

sekarang ada dalam asuhan Tergugat;
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- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
pertengahan tahun 2012 lalu;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena .Tergugat malas bekerja, Tergugat suka mabuk-mabukan dan
Tergugat selingkuh;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar
kurang lebih 3 kali, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar 1 kali dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling
mendiamkan 3 kali;

- Bahwa sya pernah melihat Tergugat mabuk dan saksi pernah melihat
Tergugat bersama perempuan lain, dan ketika dikonfirmasi, Tergugat
mengakui kalau Tergugat selingkuh dan perempuan tersebut juga
mengakuinya,;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya
cekcok saja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih
kurang 2 (dua) tahun lalu;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi,
masalah anak saja dan tidak ada pemberian nafkah;

- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak
keluarga/tokoh masyarakat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap
ingin bercerai;

- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;
Saksi 2, SAKSI-2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PESAWARAN, di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tetangga Penggugat sejak kecil;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orangtua Penggugat sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang
sekarang ada dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak
6 (enam) bulan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah yaitu awal tahun
2018 lalu;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat karena Tergugat
sering menganggur dirumah, Tergugat selingkuh dan Tergugat suka mabuk-
mabukkan;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih
kurang 2 (dua) tahun lalu yaitu awal tahun 2018;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi
masalah anak saja dan tidak ada pemberian nafkah;

- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak
keluarga/tokoh masyarakat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap
ingin bercerai;

- Bahwa saksi tidak ikut terlibat, tetapi mengetahui sendiri upaya tersebut;

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat
menyatakan menerima dan membenarkan;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun

lagi;
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Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi
kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan
kesimpulan secara lisan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan
menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan
Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat tetap
menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg jo pasal 4
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk dan ditetapkan Nusra Dwi
Purnama, S.H.l., M.H.l., sebagai Mediator dalam perkara a quo untuk melakukan
mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dan sesuai laporan Mediator tersebut
tanggal 20 Januari 2021 ternyata mediasinya berhasil sebagian (sepanjang
berkenaan dengan akibat perceraian) namun para pihak tidak dapat dirukunkan
lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan sebagian tersebut pada pokoknya Anak
Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK dalam pengasuhan Tergugat dan
mohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan tersebut dikukuhkan dalam
dictum putusan perkara ini;

Pokok Perkara
Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
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diakibatkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas sehingga antara
Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman sejak bulan Juli Tahun 2020
sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan
tidak keberatan dengan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Tentang Pembuktian

Menimbang, bahwa dengan diakuinya seluruh gugatan Penggugat, maka
jawab-jinawab dianggap cukup, namun karena perkara ini merupakan perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya sebagaimana ketentuan pasal 1865 KUH Perdata jo. pasal 283 RBg
jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1,
P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan
oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende
bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat
bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya
telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40
dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis
Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat
(1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa
perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik
yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en
bindende bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima

sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa
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daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih
terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang
berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta autentik
yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil,
Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah
dalam perkara ini dan telah membuktikan bahwa anak bernama ANAK merupakan
anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
SAKSI-1 dan SAKSI-2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah
memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak
bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1)
R.Bg juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar
keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang
diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata
kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (Vreem de Oorzaak) dan akibat hukum
(Rechts Gevolg) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat
dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan
syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di
dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1)
dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima
sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam
keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam
rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum mengkonstatir fakta-fakta hukum secara

lengkap dan utuh, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu perihal lama waktu
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perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat dalam surat

gugatannya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak

tanggal 07 Juli 2020, namun dalam persidangan ternyata kedua saksi memberikan
keterangan di bawah sumpahnya bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat
telah terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perbedaan lama waktu perpisahan
tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum yang terbukti adalah
waktu yang tersingkat, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa sekurang-
kurangnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 07 Juli 2020;

Menimbang, bahwa  berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban
Tergugat, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi,
Majelis Hakim menemukan fakta—fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat
tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah
dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;

4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena
sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi biaya hidup ekonomi
rumah tangga sehari-hari karena tidak memiliki pekerjaan tetap, selain itu
Tergugat suka minum-minum keras dan juga mempunyai hubungan dengan
wanita lain;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan
Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah sejak 07 Juli 2020 dan selama itu
pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-
masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat, telah pula dilakukakan upaya musyawarah keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena

Penggugat dan Tergugat bersikukuh ingin bercerai;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis
Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah
sampai pada kondisi pecah (broken marriage) sehingga rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi
(onheel baar tweespalt) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tujuan
pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana
dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21,
telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga
maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena
Penggugat dan Terugat tetap bersikukuh untuk bercerai, maka hal ini menandakan
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan oleh karenanya
Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab
Fighu as-Sunnah juz Il halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis

sebagai berikut:

ol arzgill dinw uoladl sa) lalges cau Islg
elogs axo gllay YV sluVl olSs zoll ol ucl
Lagiv TVl e iolll jxeg lglio s & puianll

sl asll Leall

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan
bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang
menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara
keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka
Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah
tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk

dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada
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manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap

maslahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah;

rlaall ula Ao adla auldal) ¢ 40

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum
tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat
dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada
Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (¢) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Gedong Tataan adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan
permintaan Pengggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah
tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh
melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan
catatan dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, oleh
karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak
yang kesatu;

Tentang Kesepakatan Sebagian
Menimbang, bahwa para pihak dalam proses mediasi telah mencapai

kesepakatan sebagian mengenai akibat perceraian yaitu dalam hal pengasuhan
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anak, di mana isi kesepakatan tersebut adalah anak atas nama ANAK berada
dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dicapai para pihak dalam
keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti materi dari kesepakatan
tersebut berpendapat bahwa hal yang disepakati oleh para pihak tidak
bertentangan dengan norma-norma hukum, agama, dan kesusilaan (vide Pasal 27
ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, karenanya secara normatif memiliki landasan kekuatan
mengikat bagi para pihak serta dapat dikukuhkan oleh Pengadilan dalam diktum
putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat para pihak terikat dengan isi kesepakatan dan
karenanya wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan penuh iktikad
baik (vide Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut bersifat kesepakatan
sebagian atas akibat-akibat perceraian, Pengadilan akan merumuskan kembali
hasil kesepakatan dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut dalam diktum
putusan ini;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

ANAK berada dalam pengasuhan Tergugat;
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4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dadi Aryandi, S.Ag. sebagai
Ketua Majelis, Widya Alia, S.H.I dan Muhamad Ainun Najib, S.H, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh Eliyati Sury, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Widya Alia, S.H.I Dadi Aryandi, S.Ag.

Muhamad Ainun Najib, S.H
Panitera Pengganti,

Eliyati Sury, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 600.000,00
- PNBP Panggilan Rp 20.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
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